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kehidupan . bernegara - baik .di tingkat
nasional maupun daerah.

. - Cukup sederhana indikator yang
.digunakan - untuk menunjukkan & per-
- masalahan kualitas regulasi di Indonesia,
~yaitu:  -Pengujian - (judicial = review)
regulasi dan efektivitas implementas:
regulasi.  Semakin - banyak . jumlah
undang-undang yang di judicial review
(Pengujian) ke Mahkamah Konstitusi
maupun peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang ke Mahkamah
Agung. Data. Rekapitulasi Perkara
Pengujian Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia tahun 2003"s.d. bulan Februan
tahun 2014 memperiihatkan bahwa
jumlah  undang-undang yang. diuji
berjumlah 258.% Demikian juga dalam
perkara hak uji materiil (permohonan
menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap
undang-undang) yang diterima
Mahkamah Agung RI cukup banyak.
Sebagai ilustrasi, perkara hak uji materiil
di Mahkamah Agung RI selama tahun
2011 berjumlah 50 perkara dan telah
diputus 46 perkara, sisa 4 perkara yang
sebetulnya tidak sepenuhnya tepat
apabila indikasi banyaknya peraturan
perundang-undangan yang dilakukan
pengujian  menunjukkan  rendahnya

- _-._-_Luahtas peraturan perundangnundangan

-___.karena dalam_pengujian tegsebut sering

. _dltem_uka_n adanya berbagai kepentingan

+ /. dari pihak yang mengajukan pengujian.
~Jumlah ini - turun 18,03% dari- tahun
o sebelumnya yanv menerlma 61 perkara.*

Terkait - den gan - 1mplementasi

: ieﬂulasz, terdapat bebarapa regulasi yang
berpotensi konflik ‘atau tumpang tindih
..satu. dan - Jainnya sehingga banyak
- keluhan dari masyarakat, termasuk para
- pelaku ekonomi,  Peraturan perundang-
undangan yang berpotensi konflik dapat

_ dilihat pada pengaturan -di.  bidang
. sumber.daya alam. Pengaturan mengenai

Izin Usaha Produksi terjadi overlapping
antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batu Bara dan Undang-Undang Nomor ©
Tahun 1984 . tentang  Perindustrian.
Terkait  dengan  sistem - perizinan,
kewenangan daerah, pembagian dirusan
pusat dan - daerah  jugad terjadi
overlapping antara  Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-
Undang Nomor 32/Tahun 2004 tentang
Pemenntahan  Daerah.  Sedangkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
overlapping dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Per-
lindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Kerusakan Huotan, dan
lainnya. Bahkan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) mencatat setidaknya
terdapat 84 undang-undang yang berlakn
saat ini bermasalah.’ Tustrasi di atas
baru di level undang-undang belum
termasuk  peraturan  pelaksanaannya,
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' bentukan - maupun *

L seperti Pelaturan Pemenntah Pelaluran

- Presiden dan Peraturan - Menteri yang -
jumlahnya - lebih banyak dau pada

8 'undang undang. L
- Demikian - . juga perm'lsalahan :

:regulas1 di daerah, di ‘mana ‘banyaknya
I Peraturan ‘Daerah  (Perda) yang ber-
~‘masalah - terkcut denoan prosess“pem-
o -.substansinya.
Probl_cma yang -terbesar . adalah_'fterkait
. dengan kewenangansdaerah (Pemerintah

.- Daerah - dan “DPRD} yang mengatur

“urusan pemerigtaban yang semestinya
" bukan merupakan kewenangannya atau
. bertentangau 'dengan peraturan per-
- undang-undangan vang lebih tinggi. Hal
ini dapat dilihat dengan banyaknya Perda
yang bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
“-Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah.
Disamping kemampuan sumber daya
pembentokan Perda yang terbatas,
penyusunan perencanaan pembentukan
Perda atau Program Legislasi Daerah
(Prolegda) juga belum optimal.

Di samping itu, dalam pemetaan
hasil identifikasi terhadap undang-
undang sektoral yang berpotensi ber-
masalah yang dilakukan oleh Bappenas,
teridentifikasi beberapa masalah regulasi
di Indonesia dewasa ini antara lain:’®
adanya multi tafsir; potensi  konfhik;
tumpang tindih kewenangan; Ketidak-
sesuaian asas; lemahnya efektivitas
implementasi;  tidak  harmonis/tidak
sinkron: tidak konsisten; menimbulkan
beban yang tidak perlu, baik terhadap
kelompok sasaran maupun kelompok
yang terkena dampak.

Memperhatikan permasalahan refor-
masi regulasi tersebut, pembenahan
regulasi harus kita akui bukanlah hal
yang mudah. Pembenahan regulasi tidak
hanya menyangkut perubahan pasal
semata, akan tetapi memerlukan
pendekatan sistemik baik substantif,
kelembagaan dan kesadaran hukum.

B i’embenmkan Rewﬂasx dl Indonesm IR
SaatTni -~ e L
- Sebagai negara modern maka .
*“Indonesia dalam konstitusi atau Undang-
“"Undang - Dasar Republik Indonesia _
- Tahun ‘1945 -telah ‘menyatakan dengan - -

tegaswsebagai negara Demokrasi dan

negara hukum wang bertujuan untuk -

membangun Kesejahteraan bagi rakyat-

< nya.” Demokrasi tanpa didasarkan pada

aturan-aturan hukum tentu akan menjadi
negara yang tidak tertib, tanpa hukum
dan akan menjadi negara yang bebas
sebebas-bebasnya. Oleh karena itu,
hukum di negara kita harus terus
dikembangkan dan dibangun sesuail
dengan bangunan negara Kita.

Ada 2 (dua) landasan pokok yang
harus menjadi pilar dalam pelaksanaan
Pembangunan Hukum Nasional, yaitu:®
A. Landasan Idul yang merupakan

norma dasar kehidupan berbangsa

dan bernegara, vaitu hukum yang
berwatak Pancasila.
B. Landasan Operasional, yaitu:

1. Hukum yang adil dan

menyejahterakan.

2. Hukum yang memperkuat

demokrasi.

3. Hukum yang melindungi HAM.

4. Hukum  yang . memperkukuh

NKRL
5. Hukum  yangs™ berBhinneka
Tungeal Tka:

6..Hukam yang melindungi bangsa

dan tumpah darah Indonesia.

Landasan pokok tersebut hendaknya
menjadi dasar dalam pelaksanaan Politik
Hukum Nasional. Politik hukum sangat
menentukan arah kebijakan pembangun-
an nasional secara keseluruhan yang
akan dilaksanakan dalam suatu periode
tertentu. Politik hukum pada dasarnya
merupakan pemikiran yang menjadi
dasar campur tangan negara melalui alat
perlengkapan negara {pemerintah, DPR,
dan sebagainya) pada hukum. Campur
tangan negara dengan alat  per-

Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014




: dalam ha] S
Pen(:lptaan Hukum o

e :Pelaksanaan Hukum:

-’neﬂakkan hukum , menurut Ccara

ok 'tertentu yang dltentukan oleh negara

. ‘antara lain melalul penoadﬂan
“ . Perkembangan Hukuam: -
* - Hukum disusun berdasar_kan kesadar-
-an hukum masyarakat. Negara ber-
usaha mempengaruhi perkembangan
. kesadaran . hukum - -masyarakat,
sehingga  negara - mempengaruhl
. perkembangan hukum. .

~Dalam rangka mewujudkan masya-
-ra_}_cat yang sejahlera, campur langan
negara atau pemerintah terhadap ber-
bagai aspek kehidupan masyarakat tidak
dapat dihindari. Campur tangan vang
- -dilakukan “oleh pemerintah haruslah
dirumuskan ‘dalam bentuk hukum atau
peraturan perundang-undangan  yang
bersifat  mengatur . baik  peraturan
perundangan-undangan  di tingkat
nasional maupun “daerah. = Dengan
demikian dalam praktik penyclenggaraan
negara tidak dapat lepas dari apa. yang
disebut kebijakan yang dirumuskan
dalam legislasi (peraturan perundang-
undangan) sebagai payung hukum dalam
mengimplementasikan  kegiatan oleh
negara.

Penyusunan regulasi merupakan
suatu proses yang sangal kompleks.
Penyusunan  peraturan  perundang-
undangan tidak sekedar suatu kegiatan
dalam merumuskan norma ke dalam teks
hukum yang dilakukan oleh sekelompok
orang yang memiliki kewenangan untuk
itu, namun jangkaunannya meluas sampai
pada pergulatan dan interaksi kekuatan

leggkapannya pada hukum dlperlukan.'_lf-_.;

':'.-ZNegara berkewajlban : 'memelihma _
- keadilan “dan ketertlban Untuk -
_memelihara keadilan dan ketertiban
tersebut negara menmptakan hukum :

| Negara . berkewajlban mengadakan : :
o alat- alat . perlengkapan pegara yang
. .'-.bertugas melaksanakan atay  me-

Sosml—polluk yang mehngkupl dan :

berada di Sekxtamya

Z-;Ham;d Attamzmz daiam chsertasuw SRR
nya mengulip pdndangan dari. Bmkhart__
Krems menyatakan bahwa. pembentukan BTN
R peratulan perundang undangan meliputi -
s il pokok - yaitu - kegiatan

'f_.'g-.pembentukan isivdi satu plhak dan
'-':kegiatan yang: menyangkut pemenuhan
_;-bentul\ peraturan, metode pembentukan R
. -peraturan - dan . proses. serta sprosedur -
- pembentukan peraturan di 1am pihak. i
- Untuk itu dalam : proses dan prosedur
e pembentukan peraturan ~ pernndang-
S undangan, hukum tata negara dogmatik,
~vilmu - pengetahuan . politik dan  ilmu
.. -perencanaan - memainkan . - peranan
penting.''  Dan  menurut Satjipto
.- Rahardjo, inti Pembentukan . Undang-
. Undang ferdiri atas dua golongan besar,

. yaitu tahap sosiologis (sosio-politis) dan

-tahap wyuridis. Dalam tahap sosiologis

. berlangsung = proses-proses untuk

-mematangkan suatu gagasan danfatan

masalah yang selanjutnya akan dibawa
ke dalam agenda yuridis. Apabila
gagasan itu berhasil dilanjutkan, bisa
jadi ~bentuk -dan isinya mengalami
perubahan, yakni makin dipertajam
(articulated) dibanding pada saat ia
muncul, Pada titik ini, 1a akan
dilanjutkan ke dalam tahap/yuridis yang
merupakan pekerjaan yang benar-benar
menyangkut perumusan atau  peng-
kaidahan“Suatu peraturan hukum. Tahap
ini melibatkan kegiatan intelektual yang
murni  bersifat yuridis yang niscaya
ditangani oleh tenaga-tenaga yang
khusus berpendidikan hukum."
Pengaturan pembentukan undang-
undang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan baik yang secara
khusus mengatur pembentukan undang-
undang, maupun secara tidak langsung.
Dan saat ini, pembentukan peraturan
perundang-undangan  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Per-
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S _undanmUndangan d1 mana’ pembentuk— o

~an peraturan pezundanG -undangan adalah

“ . pembuatan peraturan per. undang undang~
i "an 'yang mencakup tahapan perencanaan,
: _i_::_-i_penyusunan pembahasan - pengesahan

0 atau. penetapan dan ‘pengundangan. Di

'_"'-'-_.ibawah ini “uraian mcngenal ‘tahapan-
-+ -‘tahapan - pembentukan pemturan per—
-+ undang- -undangan, yaxtu '

1. Perencanaan

Tahapan -peren¢anaan. - penyusunan
- undang-undang - dilakukan ~ dalam
o Prolegnas.  Prolegnas ‘sendiri diatur
pada  Undang-Undang Nomor 12
“Tahun 2011 Pasal 16-23, Peraturan
‘Presiden Nemor 61 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Dan
- Pengelolaan  Program  Legislasi
- Nasional dan Peraturan Presiden
© Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata
~Cara  Mempersiapkan = Rancangan
~Undang-Undang, Rancangan Peratur-
an Pemerintah Penggantu Undang-
. Undang, Rancangan Peraturan
~ Pemerintah, Dan Rancangan
Peraturan Presiden.
Sebagai . insfrumen  perencanaan,
Prolegnas ‘memuat daftar Rancangan
Undang-Undang yang mencerminkan
matert hukum (legal! substance) vang
akan diatur, baik program legislasi
nasional jangka menegah maupun
prioritas tahunan. Olehwkarena itu,
Prolegnas harus  menjadipintu
pertama untuk mewujudkan produk
hukum yang berorientasi ke depan
(forward looking), yang mempunyai
daya laku dan daya guna.
Pada tahapan perencanaan, terdapat
dua tahapan penting vyang harus
dilakukan, yaitu tahapan penelitian
dan tahapan Naskah Akademik.
Dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Pasal 1 poin 11
dinyatakan Naskah Akademik adalah
naskah hasil penelittan atau peng-
kajian hukum dan hasil penelitian
lainnya terhadap suvatu masalah

. tertentu “yang dapat: dipertanggung- o
“‘jawabkan - secara -ilmiah ‘mengenai
- pengaturan masalah - tersebut dalam
o suatu Rancanoan UndanU—Undang,
_Rancangan “Peraturan .- Daerah ..
- Provinsi, " atau -Rancangan’ Peraturan
. Daerah. Kabupaten/Kota - 'sebagai
~ solusi terhadapw..permasalahan dan
‘kebutuhan hukam maqyarakat
2. Takap Penyusunan
~‘Tahap = penyusunan - °© peraturan

perundang-undangan harus disertal
dengan Naskah Akademik (Pasal 43-
51 Undang-Undang Nomor 12 Tabhun
2011). '

Pengecualian terhadap naskah
akademik hanya pada Rancangan
Undang-Undang: a). Anggaran Pen-
dapatan dan. Belanja Negara; b).
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-Undang; atau c). Pencabutan
Undang-Undang atau Pencabutan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang.

. Tahapan Pembahasan

Tahapan  Pembahasan  Rancangan

Undang-Undang (Pasal 65-70

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011).

Pembahasan Rancangan .« Undang-

Undang dilakukan oleh DPR bersama

Presiden atau menteri yang ditugasi.

Pembahasan Rancangan Undang-

Undang dilakukan dengan mengikut

sertakan DPD" apabila berkaitan

dengan:

a) Otonomi daeraly;

b) Hubungan pusat dan daerah;

¢) Pembentukan, pemekaran, dan
pengeabungan daerah;

d) Pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya; dan

e) Perimbangan keuangan pusat dan
daerah.

Pembahasan Rancangan Undang-

Undang dilakukan melalui 2 (dua)

tingkat pembicaraan, terdiri atas:




~ bicaraan ' tingkat- 1. adalah:

- mini. -

2) pemblcdraaﬁ tlIlUkat II ddlam rapat

_....-_;gpflrlpurna © Rapat . ‘paripurna
- merupakan penwambﬂan keputusan
- dalam /rapat panpuma ‘dengan

- kegiatan: SR
a. penyampaian 'laporau yang
- berisi proses, pendapat mini
... fraksi, pendapat mini DPD, dan
hasil pembicaraan tingkat [;
- b..pernyataan persetujuan  atau
- ‘penolakan dar1 tiap-tiap [raksi
dan anggota secara lisan yang
<diminta oleh pimpinan rapat
. patipurna; dan
c. penyampaian pendapat akhir
- Presiden yang dilakukan oleh
‘menteri yang ditugasi.
Apabila, persetujuan tidak dapat
dicapai secara musyawarah untuk
mufakat, maka pengambilan ke-
putusan dilakukan berdasarkan
suara terbanyaky, Dan  apabila
Rancangan Undang-Undang tidak
mendapat  persetujuan bersama
antara  DPR  dan Presiden,
Rancangan Undang-Undang ter-
sebut tidak boleh digjukan lagi
dalam persidangan DPR masa itu.

4, Tahapan Pengesahan atau Peng-
undangan
Tahapan  Pengesahan  Rancangan
Undang-Undang (Pasal 72-74
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011). Rancangan Undang-Undang
yang telah disetujui bersama oleh
DPR dan Presiden disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden untuk
disahkan menjadi Undang-Undang

_ 1) pemblcm'lan tmokat I dalam 1apat
"'.-.:_.__Lonllsl rapat gabungan “komisi,
" rapat | Badan Leoxslasu rapat Badan':_: i
iR :Anggman “atau . rapat- Panitia - o

- Khusus, adapun kematan Pem—"f-_"i:"

_pengantar musyawarah b, "'per'n- -
‘bahasan daftar . invenfarisasi
= masalah c.. penyampalan pendapat

.':dalam Jangka waktu' pahnc lama T
- (tujuh)  hari telhlmng sejak tanggal S
__persetujuan be,;sama
- Rancangan Undang-Undang dlsahkan G
--oleh Presiden’ dengan. membubuhkan_ L
tanda tanoan dalam Jang}m waktu,
“paling=-Jama - 30 (tiga puluh) hari -
-':.telhitunc sejak Rancangdn Undang-.
.Undang " tersebut . chsetugu; bersama
- oleh DPR dan Presiden. ' o
- Apabila Rancanoan -Undan U—Undanﬁ
o tidak dltandalancram .oleh Presiden
-+ dalam - waktu - paling lama 30 (iga
-puluh) hari terhitung sejak Rancangan
Undang-Undang tersebut disetujui
bersama, Rancangan Undang-Undang

tersebut sah menjadi Undang-Undang
dan wajib diumdangkan.

. Tahapan Pengundangan -

Tahapan Pengundangan (Pasal 81-84

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun
- 2011). Agar setap orang mengetahui-
- nya, peraturan perundang-undangan
- harus diundangkan dengan = me-
nempatkannya dalam:
‘a. Lembaran  Negara - - Republhk

Indonesia;
b. Tambahan - Lembaran - Negara
Republik Indonesia;

c. Berita Negara Republik Indonesia;

d. Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia;

Peraturan perundangsundangan yang

diundangkan dalam Lembaran Negara

Republik Tndonesia, meliputi:

a. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

b. Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden; dan

d. Peraturan perundang-undangan
lain yang menurut peraturan per-
undang-undangan yang berlaku
harus diundangkan dalam Lembar-
an Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang

diundangkan dalam Berita Negara

Republik Indonesia, meliputi per-

o
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" Republik -
o _-Lembaran Negara Repubhk Indonesia

i f:.'.":_aturan - pemndano-undanvan Cyang

_'.emenurut peraturan perundang-
. -undangan .- yang - _ber_iaku_. “harus
i dlun_danvkar_l 'fdalam_,-'B_er'j_ta Negara
“Indonesia. - .~ Tambahan

- memuat . penjelasan - peraturan pet=

- undang- undangan yang dimuat dalam

Lembaran  Negaras - Republik

Indonesia. : Tambahan Benta Negara

- Republik Indonesia memuat, penjelas-

- -an - peraturan’ - perundang-undangan

cooooyang cdimuat dalam  Berita Negara
" Repubhk Indonesm :

'.ProbEematlk pembentukan peraturan
perundang-undangan yang  ber-
kualitas

Kualitas legisasi dapat dilihat dari
dua hal; yaitu kualitas materi peraturan
- perundang-undangan dan kualitas proses
pembentukan  peraturan  perundang-
undangan. Kualitas materi  peraturan
perundang-undangan berkaitan dengan
apakah pasal dalam peraturan per-
undang-undangan sudah mencerminkan
aspirasi masyarakat dan dapat menjadi
titik masuk, bagi upaya perbaikan
kehidupan masyarakat dalam segala
aspeknya. Sedangkan kualitas proses
pembentukan  peraturan  perundang-
undangan berkaitan “wdengan apakah
proses pembentukan peraluran  per-
undang-undangan itu sudah memenuhi
landasan argumentasi, pilihan kebijakan,
komperhensif, serta membuka ruang
partisipasi stakeholder masyarakat yang
ada. Dengan demikian proses pem-
bentukan peraturan perundang-undangan
bukanlah hal yang mudah, berbagai
faktor ~ memengaruhi  pembentukan
peraturan  perundang-undangan  yang
mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan dan pengundangan.

Berbagai faktor yang mempengaruhi
pembentukan  peraturan  perundang-
undangan:

1. Perencanaan regulasi e
. Sebagaiinstrumen perencanaan, -
" Prolegnas memuat pelajaran berharga
- yang diperoleh ‘dari proses legislasi. =
© -Selama -ini. ~‘menunjukkan bahwa .-
. kelemaban dalam aspek perencanaan . -
~ dapat'menjadi salah satu faktor yang =
. memberikan Kentribusi terthadap ter- .
- sendatnya  pembangunan substansi .
hukum di negara Kkita, Terhadap -

-evaluasi pelaksanaan  Prolegnas
menunjukkan terdapat banyak ke-
lemahan, di antaranya masalah daftar
Rancangan Undang-Undang vyang
mencerminkan materi hukum (legal
substance) yang akan diatur, baik
program- legislasi nasional jangka
menegah maupun prioritas tahunan
belum optimal mewujudkan produk
hukum vyang beronentasi ke depan
(forward looking), yang mempunyai
daya laku dan daya guna. Pengusulan
Rancangan Undang-Undang masih
ada ~yang dipengaruhi kepentingan
ego sektoral dan pemikiran bahwa
setiap persoalan harus diselesaikan
dengan membentuk undang-undang
tanpa -melakukan pengkajian vang
mendalam terhadap arah pengatiran-
nya baik dari usulan Pengerintah
maupun DPR.

Dan masalah kualitas dan kuantitas
yang tidak rasional jika dibandingkan
dengan  kekuatan DPR  dan
Pemerintah dalam membahas
Rancangan Undang-Undang. Hal ini
dapat tergambar dari hitungan capaian
dan realisasi Prolegnas sebagai
berikut:

Dari 247 judul Rancangan Undang-
Undang yang masuk dalam daftar
Prolegnas Jangka Menengah 2010-
2014  ditambah 11  Rancangan
Undang-Undang non  Prolegnas,
hingga bulan Februari 2014 baru 48
Rancangan Undang-Undang vyang
telah disahkan menjadi Undang-
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= 'fUndang—Undang itu adalah: -

o 'sebanydk 73 RUU;

S "-;-sebanyak 91 RUU;-

"10 ‘RUU ' yang: chsahkan tahun *
'2012 yang jumilah pnontasnya -

L sebanyak 69 RUU; dan

=10 RUU yang telah. chsahkan tahun -
002013, yang Jumlah prmntasnya R
oo sebanyak 75 RUUL SO
- T'RUUY yang telah dlsahkan bulan

* Februar = 2014, yang - jumlah
- priotitasnya 66 RUU. -~ - =
- Angka 48  Rancangan Undang-
Undang tersebut tidak {ermasuk
-+ Rancangan . Undang-Undang dalam
o Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas
- 2010-2014,  yaitu ‘sebanyak 40
‘Rancangan Undang-Undang  (RUU
- yang | terkait dengan: Perjanjian
- Internasional, APBN, pembentukan
daerah * otonom, penetapan Perpu
menjadi Undang-Undang dan akibat
putusan MK). Sehinggsa secara
keseluruhan',  jumlah - Rancangan
Undang-Undang yang dapat disahkan
oleh DPR adalah sebanyak 88
Rancangan Undang-Undang.
Kondisi seperti ini haros,sepenuhnya
dipahami: oleh lembaga-lembaga
terkait sehingga tujuan perencanaan
pembentukan undang-undang untuk
menghasilkan peraturan perundang-
undangan yang berkualitas dapat
tercapai.
. Kelembagaan pembentuk regulasi
Membahas kualitas dan kuantitas
legislasi tidak terlepas dari aktivitas
dari lembaga atau stakeholder pem-
bentuk regulasi itu sendiri, terlebih
aktivitas lembaga politik. Mau tidak
mau harus juga mempelajari dan
membedah tentang aktor pemegang
peran tersebut. Studi politik dalam

-.'3:":'-;Undang Rmman dan 48 Rancangan il

- 8. RUU yang. disahkan pada tahun _ i

2010, yang" gumiah przontasnya_ :

_ -+ sejalan dengan pemikiran dari HAS =~
-:19 RUU yang dlsahkan tahun_ S

2011, yang ]umlah prlorltasnyd- S

:-_proses 1601sla51 membantu memahaml_ e
_sejauh mana- rasionalitas dijadikan .
.~ pijakan dalam membuat ‘keputusan -
.._j’-:.'dzantara berbaga; plhhan politik.* Ini

: '-_Natabaya menyatakan bahwa menilai =
~ koalitas . peraturan - perundang-
_ﬁ“:’;undangan ‘harus. - dlhhat «dari “holy -
""f._':sampal hlhr Peraturan perundangw L
~ undangan “adalah sebuah - produk -
" politik yang mengandung dia makna.
- Makna pertama adalah politikdalam
. arti kebijakan, yakni peraturan yang
.- mengikai .- pembentukan - - peraturan
.-~ perundang- -undangan dan yang kedua
- politik -dalam artian politik praktls

Oleh karena itu produk hukum akan
sangat ditentukan atau diwarnai olech
imbangan atan konfigurasi politik

- yvang melahirkannya. Pemikiran ini
- dilandasi oleh kenyataan bahwa setiap
- hukum merupakan keputusan politik
- sehingga hukum dapat dilihat sebagai

kristalisast -dari - pemikiran politik
yang saling berinteraksi di kalangan
para politist. . Schingga menurut
Mahfud bahwa konfigurasi politik
akan  melahirkan karakter - produk
hukum tertentu pula.  Kemudian
Mahfud membagi konfigurasi politik
demokratis dengan konfigurasi politik
otoriter. Mahfud mengatakan bahwa
konfigurasi pelitik yange demokratis
akan melahirkanproduk hukum yang
berkarakter responsif atan otonom,
sedangkan konfigurasi politik yang
otoriter akan menghasilkan karakter
hukum  yang konservatif/ortodoks
atau menindas.'®

. Hasil Penelitian dan Naskah

Akademik

Penelitian dan Naskah Akademik
merupakan tahapan membedah per-
masalahan dan mencari solusi dalam
bidang hukum serta metode dalam
membuat aturan yang lebih rasional.
Oleh karena itu aspek multiaproach
adalah prinsip yang harus dilakukan,
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:.':_-'Khususnya ‘untuk:

'Q-:'_'pandancan beberapa p&kal” yang

i tersebut di ‘atas berarti harus meng- - o

R gunakan banyak bidang ﬂmu dan juga
g -_:kementeridn terkalt yang ‘berbeda.
: _memberlkan
o alternatif o :kebljak_an ‘100 beserta
s fimplikasinya pada penentu kebijakan
~dalam hal iecmlas; 1n1 yaltu DPR dan
- Pemerintah. 5

- Kelemahan - tabapan penelimn dan
. pembentukan ¢/ Naskah - Akademik
R ;belkontnbum pada problem legislasi
.. selama . ini, “baik tumpang tindih
- kewenangan, ‘permasalahan ketidak-
- pastian/hukum dalam pengaturan dan

- beberapa masalah lainnya.

C. Reformasi Regulasi

Dari uralan di atas, membangun
- kualitag produk legislasi nasional dan
daerah menjadi sangat penting untuk
“mewujudkan tujuan negara sebagai
negara ‘kesejahteraan (welfare state)
~ sebagaimana diamanatkan dalam
konstitusi,, sehingga bagaimana cara
menghasilkan kualitas legislasi: menjadi
tanggung jawab vyang besar. Menurut
Gustav Radbruch, potensi terjadi hukum
yang tidak sempurna itu disebabkan
adanya antinomi antar tiga cita hukum
yaitu: keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan yang niscaya,sukar untuk
dikonkretkan dalam  satu “wumusan
hukum. Belum lagi cacat bawaan hukum
tersebut akibat dalam perumusan hukum
terjadi pereduksian atas kebenaran dan
kenyataan yang penuh. Dalam istilah
Satjipto Rahardjo, hal ini dikarenakan
merumuskan (dan menerapkan) hukum
tidak lebih sebagai language game
sebagaimana diuraikan sebelumnya.'’
Sehingga T. Koopmans menyatakan
bahwa fungsi pembentukan hukum
(peraturan perundang-udangan) untuk
saat ini semakin terasa penting dan
sangat diperlukan. Hal int dikarenakan
dalam negara yang berdasar atas hukum

"'mulnaproach ini SBSU&A denﬁan' :

: "-._modem (verzoromgssmat) tuguan utama SN
f'-leolslam ‘bukan . sekedar - menczptakan Ly '
~ kodifikasi ‘bagi norma- norma dan nilai-
- nilai kehidupan ‘yang sudah mengendap
o _dalam__ ‘masyarakat, namun . tujuannya
~lebih .luas “dari:ditu, yaitu untuk men- .
-~ ciptakan 1110d1f1ka31 “dalam- kehldupan_'_'.f__'_'ﬁ
.'_masyarakai ' . i
' ‘Mengingat persoaian - mendasar
: dalam_ regulasi yang berlangsung hingga .

dewasa ini, ‘perly kiranya “dilakukan
perbaikan di bidang regulasi dani, mulai
hulu.Sampai hilir, yaitu perbaikan, dari
mulai perencanaan, sampai pengundang-
an yang mencakup juga analisa-evaluasi
regulasi yang ada. Pembenahan regulasi
yang berkualitas, tertib dan sederhana
vang dikenal  dengan  Refermasi

Regulasi.

Dalam rangka melaksanakan
reformasi regulasi, selain mempertahan-
kan hal-hal yang telah tercantum dalam
ketentvan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan secara
konsisten, Indonesia juga dapat merujuk
pada prinsip-prinsip peraturan  per-
undang-undangan yang baik, - seperti:
yang tertuang dalam OECD Principles
on Good Regulation of 1997, /OECD
Guiding  Principles  for Regulatory
Qualitiy and Perfomence of 2005,% dan
UK Key FElements of effective and
legitimate Regulatory Regime,ZI yang
pada intinya  prinsip-prinsipnya men-
cakup:

* Penormaan yang baik {(Good Norm),
yaitu memenuhi kriteria Necessity,
Adeguacy, Legal certainty, Clearly,
Actuality, Feasibility, Verifiability,
Enforceability, Provability;*

e Melalui proses yang baik (Good
Process);

e Disusun sesuai dengan format yang
baik dan mengikuti standar sebagai-
mana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku
{Good Drafting).
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: D1 sampmg 1tu klta Juga perlu___

__melakukan kajian perbandmgan dengan: = -

‘negara-negara - lain. Beberapa dekade

- terakhir negara—negara "OECD - telah: ¢
S

- bagai’ bldanv dengan maksud memnfrkataj_'

.+ Xan taraf hidup’ masyarakatnya Walau-

" melakukan  reformasi_ ‘regulasi ‘di -

~ pun - hasﬂnya tidak semua - berhaszl

- karena berbagai pemlas”alahan khusus di
negara masmg~masmg, namun sudah ada

-:-'.Bela_]ar dari p_

_-._--keterpurukan tentunya dengan tzngkat_-_'-f.-'. -
":kedalaman cakupan dan. waktu yang
‘berbeda di. ‘masing- masmb. mnegara.

_ aman. negaf'aunegara SR
: yang berhasﬂ menmgkatkan taraf hidup =~

atau “ekonominya 'yang melakukan =
___reformam aegulasi denoan melakukan S

* simplifikasi regulasi di bidang ekonomi,
~adalah. Korea Selatan, éxicof,'-_Mo_idova, L

. konsensus j" secara . luas bahwa peﬂu._,'f R

'Iegula81 '

| Ukraina 12 minggu Regulations

Belajar dari negara-negara tersebut,
- ternyata efektivitas reformasi regulasi
secara . nasional akan ditentukan oleh
political will dari pimpinan nasional,
oleh karenanya weformasi regulasi ini
harus didorong untuk menjadi program
bagi pimpinan nasiopal yang akan
terpilih  pada bulan Juli, yang akan
datang.

Reformasi regulasi sangat ideal
mulai dilakukan tahun ini (2014),
mengingat tahun ini adalah tahun yang
sangat krusial, tahun berakhimya
rencana pembangunan jangka menengah
tahap II (2010-2014) sekaligus tahun
berakhirnya program legislasi nasional
jangka menengah 2010-2014. Akhir
tahun 2014 merupakan tahap awal me-
masuki perencanaan jangka menengah
2015-2019.

Korea Selatan i ‘Regulations g S e
Mexico b Sthn o | Formalities 2,038 )0 A ] i S0
Moldova | 16 minggn | - Regulation - 1230 a3 T 138
- Fee Based - 400 - 68 -203

Permits
15.000 46,7 433

Reformasi regulasi harus dilakukan
secara  sinergl  ferhadap  existing
regulation - (hukum  _positif).  dan
perencanaan regulasi yang diskemakan
untuk di masa vyang akan datang, serta
didukung dengan perbaikan kelembaga-
an serta sumber daya manusia yang
menangani regulasi itu sendiri. Terhadap
peraturan  perundang-undangan yang
sedang .berlaku, perlu  dilakukan
simplifikasi untuk mengatasi problem
disharmoni dan  kuantitas regulasi.
Terhadap perencanaan pembentukan
peraturan perundang-undangan (future
law), perlu ditetapkan mekanisme yang
standard untok mengatasi problem
kualitas dan  diharapkan juga dapat
mereduksi problem kuantitas.
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-+ Skema reformasi sec

g bosar bis igambaan ebaga bk

a. Simplifikasi regulasi yang ada

(existing law)

Untuk ‘menciptakan kondisi hukum
‘yang efisien dan efektif, ‘maka
reformasi regulasi membawa  misi
terwujudnya, peraturan perundang-
undangan yang sederhana dan tertib.
Misi imi harus “dilaksanakan secara
sinergis dan simultan, baik terhadap
hukum positif (peraturan, perundang-
undangan vyang sedang beglaku),
maupun terhadap hukum tertulis yang
akan dibentuk (perencanaan pem-
bentukan  peraturan  perundang-
undangan). Terhadap hukum positif,
dilakukan dengan simplifikasi per-
aturan perundang-undangan atau di-
sebut juga simplifikasi regulasi.
Simplifikasi peraturan perundang-
undangan merupakan salah satu
upaya memperbaiki kondisi hukum
tertulis di Indonesia, yang secara
empirik, dilihat dan dirasakan
cenderung tumpang tindih atau
disharmoni. Kondisi ini harus di-

perbaiki agar ekses negatifnya tidak
semakin meluas dan berakibat timbul-
nya ketidakpastian huokum dalam
penegakannya. Upaya imi dilakukan
dengan cara me-review atau meneliti
kembali peraturan perundang-undang-
an yang ada dan masih berlaku
(hukum . positif), dan kemudian
menyederhanakannya dengan cara
mencabut regulasi yang tidak diperlu-
kan, merevisi® dan memperbaiki
regulasi  yang diperlukan tetapi
bermasalah, dan mempertahankan
regulasi yang berkualitas baik dan
diperlukan.

Metode simplifikasi dilakukan
dengan mengukur relevansi suatu
peraturan perundang-undangan
dengan  kriteria  yang  bersifat
mendasar. Kriteria tersebut terkait
dengan  aspek legalitas, aspek
kebutuhan dan aspek kemudahan
prosedur (friendly). Aspek legalitas,
ditujukan untuk meninjau apakah
suatu peraturan perundang-undangan
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g '_"'dalam pencaturannya tidak dltemm
. " adanya. potensi.- -multitafsir. dalam
= "perumusan normanya ataupun potensi -

- konflik; duplikasi, inkonsistensi atau -
* bahkan ' tidak operasmnai Aspek__f e
- kebutuhan, d1tu_]ukan untuk meninjau =
.-~ apakah suatu. peraturan perundang~ i
_‘_-__':undancan mempunym kejelasan__.' .
oo tujuan - dan - didasarkan . pada
"_'kebutuhanfkeperluan yang mendasar
. -bagi - masyarakat . maupun - bagi .
- penyelenggaras negara,  Sedangkan .
s '_g'.demﬂqan _diharapkan ~ daftar
.+ Rancangan - Undang~Undang ‘dalam
- Prolegnas - merupakan ~hasil analisis

aspek kemudahan prosedur (friendly),

| . ditujukan Juntuk - ‘meninjau - apakah
-+, sebuah peraturan perundang-undang-

- an mudgh dipahami dan dipatuhi serta
-tidak ‘memberikan beban yang ber-
lebihan kepada - pihak-pihak vang
~terkena dampak langsung. Dengan
kata . lain, - tujuan = Tegulasi dapat
- ‘dicapai tanpa memberikan beban
. yang tidak perlu bagi kelompok vang
terkena dampak pengaturan regulasi.

. Rekonseptualisasi tata cara pem-
bentukan peraturan perundang-

- . undangan

-Rekonseptualisasi tata .cara pem-
‘bentukan *, peraturan  perundang-
undangan menjadi penting dilakukan
dalam  mengatasi  permasalahan
kualitas  regulasi.  Pembentukan
regulasi  tidak “lagi = didasarkan
pendekatan regulasi ‘yang bersifat
sektoral atau dipengaruhi kepentingan
ego sektoral (dan ego kedaerahan)
dan pemikiran bahwa setiap persoalan
harus diselesaikan dengan
membentuk  undang-undang yang
justru akan mengakibatkan tumpang
tindih atau over regulated terhadap
suatu bidang tertentu.

Upaya yang sedang terus dilakukan,
adalah melakukan rekonseptualisasi
penyusunan regulasi, yaitu dengan
menyusun Peraturan Presiden
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Di

_-mana konsep pembentukan peramran'.f' B
- perondang-undangan - dilakukan -
- melalui: mekamsme yang menguatkan e
landasan yang - - melatarbelakangi =
perlunya dibentuk suatu peraturan
- perundang-undangan, - Di antaranya - .
'.'::'_adalah _pada tahap perencanaan
~ legislasi nasional jangka menengah i
'_-'_'harus dﬂandas,l oleh: suafu penelitian -
ol catan - pengkajian yancr Come- -
By "-rekomendasﬂ{an bahwa Lmemang
g periu d1bentuk suatu regu1331 Dencan

dan asessment terhadap kebutuhan riil
akan sebuah regulasi, bukan hanya
daftar wishlist belaka.

- ;Rekons_eptualisasi tata  cara pem-
. bentukan . peraturan - perundang-

undangan dllakukan dalam Prolegnas,

agar - lebih - . berkualitas, ~ lebih

informatif, serta mempunyai visi yang

lebih- ‘jelas . dalam = mendukung

perencanaan pembangunan nasional.

Untuk - menjawab - hal tersebat,

Pemerintah telah menyusun konsep

baru mekanisme  penyusupan

Prolegnas. Konsep baru ini tertuang

dalam draf Peraturan Presiden

tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011.

Beberapa perubahanskonsep dalam

Rancangan Perpres tersebut,

diantaranya:

1. Ketentuan yang mengatur bahwa
daftar prolegnas jangka menengah
akan semakin diarahkan sesuai
dengan kebutuhan yang integral
dengan perencanaan pembangunan
nasional (RPJMN), yang didasar-
kan oleh hasil penelitian dan/atau
pengkajian, yang merekomendasi-
kan perlunya dibentuk suatu
regulasi.

2. Ketentuan yang mengatur bahwa
rancangan awal Prolegnas Jangka
Menengah  disiapkan oleh 5
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' "--'.:_'-':-Menterl yaztu Menten Hukum- S S T
d Penguatan/pemherdayaan S SDM o
" yangberintegritas

-”Kuahtas suatu - peraturan perundano— ]

dan HAM; Menten ‘Perencanaan -
i 5Pembangunan

: "._5_-’-_;Bappenas Mentem  Sekretaris

i Negara; Menteri. Keuangan dar_z.

woMenterd Dalam Negeri. ' - .
S :-"i-:ﬁKonsep - Prolegnas 'Jangka
By EMenengah hasil koordmam lima
" menteri ‘ini -akan -disampaikan

- kepada KementenanJLPNK yang

- .scs_uai__d_engan_tugas dan fungsinya

- 'masing-masing. - Hal* ini untuk

meminimalisit ekses ‘negatif dari

. ‘ego sektoral . dalam ' pengusulan

RUU & Prolegnas -dari ~“ masing-
" masing Kementerian/LPNK.

Dengan mékanisme - baru . ini
diharapkan dapat mengatasi problem

- 'kualitas dari Prolegnas. Namun, tentu

C.

upaya perbaikan ini harus pula
dibarengi dengan pemahaman yang

-sama -oleh DPR, karena sebenamya

fungsi legislasi yang utama ada pada
lembaga ini.

Restrukiurisasi kelembagaan Pem-
bentukan Peraturan Perundang-

‘undangan
Dalam - peibentukan

peraturan
perundang-undangan tidak terlepas
kebutuhan dan peran kelembagaan.
Kelembagaan yang ada saat ini belum
optimal dalam menunjang pem-
bentukan  peraturan  perundang-
undangan karena masih bersifat
sektoral. Untuk itu perlu adanya
lembaga tertentu yang mempunyai
tagas melakukan perencanaan dan
pembentukan hukum secara sentra-
lisasi agar menjadi satu kesisteman
yang utuh dan komprehensif.
Walaupun  kita sadari  bahwa
restrukturisasi  kelembagaan pem-
bentukan  peraturan  perundang-
undangan bukanlah hal mudah karena
terkait dengan kewenangan ke-
lembagaan dan pembebanan keuang-
an negara.

Nasmnal/KepaIa .

. undangan akan sangat ditentukan oleh .
AR kuahtas “SDM pembentuknya Oleh
< rkarena ifu, dalam ‘melakukan pem-
= f:benahan peratiran_perudang-undang-
S an maka mutlak pula untuk mem- -

i perhankan kualitas SDM. Di dalam

sistem - ketatanegaraan Tndonesia,

“aktor -utama pembentuk  undang-
‘undang ada di ‘DPR yang memiliki
tungsi ‘legislatif sebagai poros utama
‘pembentukan

_ ‘undang-undang.
Namun, peran ini bukanlah fungsi

-satu-satunya anggota legislator karena

selain peran itu banyak pula
pekerjaan  di  luar pembentukan
Rancangan -~ Undang-Undang vyang
harus diemban oleh anggota Dewan.
Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
mengamanatkan bahwa setiap
tahapan pembentukan peraturan per-
undang-undangan harus mengikut-
sertakan perancang peraturan per-
undang-undangan, peneliti dan tenaga
ahli serta harus ada pagtisipasi
masyarakat dalam - setiap pem-
bentukannya.

Perancang  peratugan  perundang-
undangan mermpakan ujung tombak
atanwarsitck pengembangan hukum
nasional, khususnya dalam menyusun
atan merancang Peraturan Perundang-
undangan baik di tingkat pusat
maupun daerah. Kompetensi seorang
perancang  peraturan  perundang-
undangan dapat dilihat dari ke-
mampuannya dalam merancang atau
merumuskan  suatu  permasalahan
sosial kemasyarakatan ke dalam suatu
norma hukum atau peraturan per-
undang-undangan yang jelas dan
tegas sehingga dapat dipahami dan
mudah pelaksanaan atau penerapan-
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.jnya daiam masyarakat D1 sampmg'-; an dan kepentmcan terhadap per—' L
7 itu, kebutuhan -akan’ _jumlah ‘tenaga " masalahan - menyangkut - Lehldupan S
o 'ffperancano tentu akan menjadi perhati-~ bermasyarakat maupun | bemecrara
o an, mengingat - banyaknya ‘regulasi s R ' L
i :_"_':':yang ‘akan dlbentuk balk"'dl"'pusat_-"?ff. . . S R
- maupun daerah. e Oleh karena 1|;u membangun
"_Kompetena dan kuantztas ten_aga P .kuahtas produk legaslasz nasmnal dan

" peneliti. -turut - menentukan “dalam :__"_ﬂ;_';:[daerah meruadz sangat pentmg ‘untuk
- pencapaian - hasil . penelman dan _'_mew:.gudkan tujuan ‘megara sebagai
" pengkajian . hukum yang dlperlukan;'-ﬁ'-" - negara’ kesejahteraan (welfare state) .
.+ terutama _dalam proses pembuatan R sebagaimana - diamanatkan * dalam- S
-+ Naskah ~Akadémik suatu Undang- = konstitusi, sehmgga ‘bagaimana. cara -
- Undang. Dalam . proses penyusunan _ '-.'_menehasﬂkan kuahtas leglslaSI menjadl_ o
. ...suatu . Rancaagan Undang—Undang, tanggung jawab yanfr besar, . '

" hasil _ penelitian - dan - Naskah Meningkatkan Laahtas ' Iecls}asz
Akademik mertpakan potret atau peta - 'tentunya harus dzdukunfr oleh kualitas
‘tentang berbagai hal atau permasalah- - - dimensi - politik - yang = demokratis dan

~.an yang ingin dipecahkan melalai . kualitas hukum yang progresif. Keter-
undang-undang yang akan’dibentuk kaitan kedua dimensi tersebut adalah
dan disabkan. Dalam pertimbangan bagian dari upaya untuk mendekatkan

--Rancangan Undang-Undang selalu legislasi dengan masyarakat. Walaupun
-dicantumkan segi filosofis, sosiologis, . tentunya *  tidak * - mudah, - karena
- dan yuridis, menekankan betapa segi. . masyarakat  itu merupakan = sebuah
tersebut penting karena terkait dengan indentitas yang hidup dan bergerak tetapi
konstalasi fakta vyang ada dan usaha uniuk melakukan pembaharuan
~bagaimapa fakta tersebut dapat regulasi menjadi sangal penting bagi
dipecahkan, semua . permasalahan .. perbaikan sebuah negara. '
tersebut harus dapat dikolaborasi Peningkatan kualitas perencanaan
tanpa mementingkan golongan atau (Prolegnas), hasil penehnan/pengkajlan
kepentingan “individu dan dapat Naskah Akademik, Pembahasan
dipertanggungjawabkan. regulasi, dan pengembangan/peningkat-
Aspek penting lainnya dalam proses an kualitas dan kuantitas sumber daya
perumusan kebijakan adalah pembentuk regulasi _menjadi bagian
partisipasi masyarakat, tuntotan. akan krusial yang harusssegera dilakukan serta
hak masyarakat untuk berpartisipasi mendorong  peningkatan  partisipasi
lebih luas semakin kuat. Hal ini publik yang objektif dan realistis
dilakukan karena semakin tingginya sehingga regulasi tidaklah menjadi
kesadaran masyarakat akan kebutuh- beban bagi masyarakat.
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